CROSS CUTTING TAHUN 2023

Nengembangan Ferckonomian Rakyat Yang Kool

e

Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan instansi
Organisasi Perangkat Dacrah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN /KOTA

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen
Perkantoran

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah
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Kinerja Peranglat Dacrah

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD







MEWEUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Desa

Rakyat Yang Kokoh Berbasis

e e ingkatkan peran Koperasi dan

UMKM terhadap kontribusi
ke

pertumbuhan ekonomi

rakyatan

Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Meningkatnya Koperasi yang Menerapkan Peraturan

Perkoperasian yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang

Undangan

Jumlah Koperasi Yang Diawasi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keangggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

. . Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan
Meningkatnya koperasi yang | pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan

aktif sesuai dengan muvx;i/]gn;;s]i(mpanﬁnjmxoglmi
yang Wilayah Keanggotaannya dalam
peraturan yang berlaku fDae i Biee e )

Meningkatnya Kesehatan KSP/USP

Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan
Pinjam Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya kinerja
koperasi dalam mengelola

Jumlah Koperasiyang Telah Dilakukan

P Kekuatan
K ebaton, Kemandinion Kekuatan,
ian ta
Ketangguhan, serta Kemandirian,
Ak ilitas K i .
Kewenangan Kabupaten/Kota KoperasiKewenangan
Kabupaten/Kota

koperasi

Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Keanggotaanyadalam 1 (Satu) Daerah

Pinjam Koperasi yang Wilayah

Kabupaten/Kota.

Penghargaan Kesehatan
KSP/USP Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang
Mendapatkan Penghargaan
Kesehatan

Pelaksanaan Penilaian
Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi
yang Telah Dilakukan Penilaian
Kesehatan

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Meningkatkan Tata Kelola Koperasi Yang Baik

Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

) Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Latihan
ian Bagi i yang

dan kemampuan anggota Wilayah
dalam 1ol : Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami

Pengetahuan Perkoperasian ——— ,
serta Kapasitas dan Kompetensi EFSEINED LR SR
SDM Koperasi dan UKM
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Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang

Kokoh Berbasis Desa

v Knt i

peran
Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi
pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang Tangguh

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

Meningkatnya Pemberdayaan USaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha
Mikro

Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi; Terbinanya Pelaku UMKM
Menjadi Wiraswasta Yang Profesional; Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti
Sosialisasi dan Pelatihan; Persentase UMKM Yang Terbina; Jumlah Wirausaha Baru Yang

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan
perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

Terlaksananya Pemberdayaan Usaha

kemitraan, kemudahan perizinan,
penguatan kelembagaan dan koordinasi
dengan para pemangku kepentingan

Mikro yang dilakukan melalui pendataan,

Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan melalui
Kemitraan Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha yang Telah
Melaksanakan Kemitraan Usaha
Mikro

Fasilitasi Kemudahan Perizinan
Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro yang
Telah Mendapatkan Perizinan

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Meningkatnya Pengembangan UMKM

Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan; Terfasilitasinya UMKM
Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar; Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD;
Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM; Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan; Jumlah

UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya; Jumlah UMKM Yang.
Mengikuti Pelatihan

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
Usaha Kecil

Meningkatkan kemampuan,
keahlian produksi dan pemasaran

Jumlah Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi Peningkatan Skala
Usaha Menjadi Usaha Kecil

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain
dan Teknologi

Jumlah Unit Usaha Mikro yang
Terfasilitasi dalam Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM
serta Desain dan Teknologi
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Terciptanya kelancaranjalur distribusi barang

PROGRAW PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PROGRAW PENGEMBANGAN EKSPOR
Meningkatnya barang produkdalam negeridi ekspor

Peningkatan nilai export di Kabupaten Purwakarta

Ehspor Ungauan yang terdapat pada 1 st Daerah Kabupatenio

Jumah Kegiatan Pelaksanaan

TT—
pasa Ry pusaPrinan | 71RO L e e
Pl FeiraTokoswaian otk visis

mosi,

Dalam Negeri

Terkendalinya Harga, dan Stok

Perdagangan

BarangPenting i Tinglat Daerah

Barang Penting di Tingkat
Pasar

pokok dan barang penting

pestisida bersubsidi

Pusat

danTok:

Perbel g

Data Tanda Daftar
Gudang

Perizinan BerusahaTerintegrasi
Secara i

Terintegrasi
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e Kabupaten/Kota

&
Kabupaten/Kota

Jumiah Pelaku Usaha yang
Pameran Dagang Nasional Difasiitasi dalam Pameran
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Fasiltasi Pengelolaansarana | lumlah Fasiltasi Pengelolaan
Distribusi Perdagangan | Sarana Distribusi Perdagangan
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Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa

Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas

Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

industri

Jumlah Pelatihan Potensi U lan; Jumlah Desimil i; Jumlah Pelatihan Desain Kemasan;
Jumlah Perda

Penyusunan dan Evaluasi Rencana [ Industri

Meningkatnya pembangunan industri sesuai dengan Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Rencana Pembangunan Industri

y Rencana k Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan
Kabupaten/Kota Industri

. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri

Pembangunan Sumber Daya Industri

Ty Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan

" i, dan
" . Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan
Sarana dan Industri 0
Prasarana Industri
i, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Pelaksanaan Pemberdayaan Industri
Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya perusahaan yang memilikiizin sesuai dengan peraturan berlaku

Fasilitasi Penerbitan 1Ul Kecil dan N Bagi IKM

Penerbitan Izin Usaha Industri (1U1), 1zin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (1UKI) dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKl) Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya perusahaan yang memill

Jumlah Kegiatan Penerbitan [UL,IPUI, IUKI
1U1,IPUL, IUKI dan IPKI dan IPKI

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam
Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan
usahaindustri, perizinan kawasan industri dan
perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan
Kabupaten

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup
1UI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Meningkatnya Data Update Informasi Industri

Pengembangan Diverifikasi Produk IKM

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk 1UI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

) . Jumlah Kegiatan Penyediaan Informasi
Meningkatnya Data Update Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk
Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI IUL, IPUIL, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten /Kota

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan
Publikasi Data Informasi dan An:
Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan
Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SliNas

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (S11Nas) Industri

Nasional (SlINas)
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Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa

Peningkatan perlindungan terhadap konsumen

Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Meningkatnya Perlindungan Konsumen Dalam Tertib Ukur

Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Jumlah Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat
UTTP

Meningkatnya Alat Timbangan Tertib Ukur

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
Tera, Tera Ulang

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat
Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera
Ulang

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi

Pengawasan/Penyuluhan MetrologiLegal el yErE e
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